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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban perdata pelaku 
penyebar hoax melalui media massa. 
Penyebaran berita tidak benar atau hoax bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok 
yang membuat berita tersebut. Penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok tertentu, sering kali menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, 
apalagi penyebar berita hoax tersebut merupakan tokoh masyarakat yang terpandang atau 
memiliki masa pengikut. Konsekuensi membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar atau 
hoax membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, 
menyusahkan dan menyakiti secara fisik atau bahkan sampai kehilangan nyawa orang yang 
tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan, dan menimbulkan 
kerugian harta benda. 
Pelaku penyebar berita tidak benar atau hoax dapat diminta pertanggungjawaban perdata oleh 
orang atau pihak-pihak yang menjadi korban akibat penyebaran berita tersebut, dengan dasar 
gugatan Pasal 1365 KUH Perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian 
yang diderita. Gugatan tersebut bisa di ajukan secara sendiri-sendiri atau dengan menggunakan 
gugatan kelompok atau class action. 
Kata kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Hoax, Media Massa. 
 
1.  PENDAHALUAN. 
Indonesia adalah negara yang berlandaskan 
hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 
1945. Hukum merupakan payung atau 
pelindung bagi seluruh kehidupan rakyat 
Indonesia. Setiap warga negara Indonesia 
harus menjadi warga yang sadar dan taat 
hukum, dan mewajibkan negara untuk 
menegakkan dan menjamin kepastian 
hukum kepada setiap warga negaranya. 
Negara melindungi dan menjamin hak–hak 
asasi manusia, misalnya hak asasi manusia 
dibidang hukum yaitu segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. Aturan hukum atau 
norma/kaidah untuk menjamin hak–hak dan 
kewajiban masyarakat dimaksudkan untuk 
menciptakan suasana yang tenteram dan 
tertib dalam masyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Hukum merupakan pencerminan dan 
konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada 
suatu saat berlaku dalam masyarakat. 
Hukum yang baik adalah hukum yang hidup 
dalam masyarakat. Sebagai 
konsekuensinya, maka asas kesadaran 
hukum merupakan asas yang harus di 
prioritaskan dalam pembangunan. Asas 
kesadaran hukum berarti menyadarkan 
setiap warga untuk selalu taat kepada 
hukum, di samping juga mewajibkan bagi 
negara beserta aparatnya untuk 
menegakkan dan menjamin berlakunya 
kepastian hukum di Indonesia.  
Kemajuan sistim informasi dan komunikasi 
saat ini membuat perilaku individu ataupun 
kelompok manusia seringkali melakukan 
hal-hal yang bertentangan dengan norma 
atau aturan yang ada. Kebebasan 
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berekspresi oleh setiap individu atau 
kelompok orang terkadang disalah artikan 
tanpa memikirkan keadaan atau kondisi 
orang lain. Kebebasan berekspresi inilah 
yang sering disalah gunakan untuk 
menyampaikan hal-hal yang tidak benar 
(hoax) sehingga merugikan orang atau 
kelompok lain. Kebebasan dalam 
berekspresi harus sesuai dengan aturan, 
bukannya melanggar aturan dan merugikan 
pihak lain. Kebebasan dalam berekspresi 
melalui media massa maupun media sosial 
seringkali disalah gunakan dengan 
menyampaikan berita atau informasi yang 
tidak benar (hoax). Berita hoax yang sering 
dilakukan adalah memfitnah, menista, 
menghina atau berbohong menyangkut 
keadaan pribadi atau kelompok 
(masyarakat) tertentu. 
Kebohongan mengenai keadaan atau 
kondisi pribadi seseorang yang disampaikan 
melalui media massa atau media sosial, 
merupakan suatu hal yang bertentangan 
dengan norma dan etika yang berlaku dan 
hidup di dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia. Hal ini seringkali dianggap 
sepele atau tidak akan membawa dampak 
apa-apa, karena hanya menyangkut diri 
pribadi orang yang menyampaikan berita 
hoax tersebut. Hal tersebut tidak akan 
membawa dampak, apabila yang 
memberitakan berita hoax mengenai 
keadaan pribadi tersebut adalah masyarakat 
biasa, tetapi apabila berita hoax itu 
disampaikan oleh tokoh masyarakat atau 
orang yang terkenal (orang terpandang), 
maka akan membawa dampak atau 
masalah hukum yang akan terjadi, yang 
dilakukan oleh pengikut atau orang-orang 
disekitar tokoh tersebut, apa lagi jika dikait-
kaitkan dengan masalah politik, atau SARA. 
Tujuan dari penyampaian berita hoax oleh 
seseorang menyangkut diri pribadinya 
adalah untuk mencari simpati dan perhatian 
orang lain. Tindakan seperti ini dapat 
menimbulkan dampak atau masalah hukum 
yang akan terjadi di dalam masyarakat 
khususnya masyarakat pro dan kontra tokoh 
yang menyebarkan berita hoax tersebut. Hal 
tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat yang sama sekali tidak tahu-
menahu terkait persoalan tersebut, apabila 
masyarakat menerima berita yang tidak 
benar atau hoax itu tanpa melakukan 
konfirmasi lagi terkait informasi tersebut. 
Seseorang yang dirugikan karena perbuatan 
seseorang lain, sedang diantara mereka itu 
tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan 
hukum perjanjian), maka berdasarkan 
undang-undang juga timbul atau terjadi 
hubungan hukum antara orang tersebut 
yang menimbulkan kerugian itu1. Hal 
tersebut diatur dalam pasal 1365 KUH 
Perdata, sebagai berikut: Tiap perbuatan 
melanggar hukum yang membawa kerugian 
pada orang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian, tersebut. 
Apabila kerugian telah terjadi, pertanyaan 
yang perlu dijawab adalah, instrumen 
apakah yang dapat digunakan untuk 
meminta pertanggung jawaban kepada 
pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. 
Pertanyaan ini menjadi fokus dari 
pertanggung jawaban perdata sebagai 
lawan dari pertanggung jawaban kontraktual 
(wanprestasi). Di Indonesia, pihak yang 
dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut 
dapat meminta ganti kerugian, dengan 
merujuk pada pertanggung jawaban perdata 
berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. 
Pasal ini mengatakan bahwa untuk dimintai 
pertanggungjawaban, seseorang haruslah 
terbukti telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum2. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
permasalahan dalam penulisan ini adalah 
bagaimanakah pertanggung jawaban 
perdata pelaku penyebar berita hoax melalui 
media massa?  
 
2. PEMBAHASAN 
2.1. Pengertian Pertanggungjawaban 
Hukum. 
Tanggung jawab adalah kewajiban 
menanggung segala sesuatunya (bila terjadi 
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan 
                                                             
1  AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, Diapit 
Media, Jakarta, 2002: hlm.77. 
2  Paulus Effendi Lotulung, “Penegakan Hukum Lingkungan oleh 
Hakim Perdata”, cet. 1 P.T Citra Aditya Bakti, Bandung 1993: 
hlm. 29. 
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diperkarakan dan sebagainya). Tanggung 
jawab hukum (legal liability) menurut Black’s 
Law Dictionary berarti: Liability which court 
recognize and enforce as between parties 
litigant. 
Berdasarkan kamus hukum, tanggung 
jawab adalah suatu keharusan bagi 
seseorang untuk melaksanakan apa yang 
telah diwajibkan kepadanya3. 
Menurut hukum tanggung jawab adalah 
suatu akibat atas konsekuensi kebebasan 
seorang tentang perbuatannya yang 
berkaitan dengan etika atau moral dalam 
melakukan suatu perbuatan4. 
Titik Triwulan menjelaskan bahwa 
pertanggung jawaban harus mempunyai 
dasar, yaitu hal yang menyebabkan 
timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk 
menuntut orang lain sekaligus berupa hal 
yang melahirkan kewajiban hukum orang 
lain untuk memberi pertanggung 
jawabannya5. 
Hukum perdata dasar menyatakan 
pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 
macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan 
demikian dikenal dengan pertanggung 
jawaban atas dasar kesalahan (lilability 
without based on fault) dan pertanggung 
jawaban tanpa kesalahan yang dikenal 
(lilability without fault) yang dikenal dengan 
tanggung jawab risiko atau tanggung jawab 
mutlak (strick liability)6. 
Prinsip dasar pertanggung jawaban atas 
dasar kesalahan mengandung arti bahwa 
seseorang harus bertanggung jawab karena 
ia melakukan kesalahan karena merugikan 
orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung 
jawab resiko adalah bahwa konsumen 
penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan 
produsen tergugat langsung bertanggung 
jawab sebagai risiko usahanya.  
 
2.2. Teori Tanggung Jawab. 
Menurut Abdulkadir Muhammad teori 
tanggung jawab dalam perbuatan 
                                                             
3  Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia, Indonesia. 
4  Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm, 
5  Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum 
bagi Pasien, Prestasi Pustaka,Jakarta, 2010, hlm 48. 
6  Ibid. hlm. 49 
melanggar hukum (tort liability) dibagi 
menjadi beberapa teori, yaitu :7 
2.2.1. Tanggung jawab akibat perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan dengan 
sengaja (intertional tort liability), tergugat 
harus sudah melakukan perbuatan 
sedemikian rupa sehingga merugikan 
penggugat atau mengetahui bahwa apa 
yang dilakukan tergugat akan 
mengakibatkan kerugian.  
2.2.2. Tanggung jawab akibat perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan karena 
kelalaian (negligence tort lilability), 
didasarkan pada konsep kesalahan 
(concept of fault) yang berkaitan dengan 
moral dan hukum yang sudah bercampur 
baur (interminglend).  
2.2.3. Tanggung jawab mutlak akibat 
perbuatan melanggar hukum tanpa 
mempersoalkan kesalahan (stirck 
liability),didasarkan pada perbuatannya baik 
secara sengaja maupun tidak sengaja, 
artinya meskipun bukan kesalahannya tetap 
bertanggung jawab atas kerugian yang 
timbul akibat perbuatannya. 
 
2.3. Perbuatan Melawan Hukum. 
Istilah perbuatan melawan hukum berasal 
dari bahasa Belanda disebut dengan istilah 
(onrechmatige daad) atau dalam bahasa 
Inggris disebut tort. Kata (tort) berkembang 
sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan 
perdata yang bukan dari wanprestasi 
perjanjian atau kontrak.  
Perbuatan melawan hukum sebelum tahun 
1919, yang dimaksud dengan perbuatan 
melawan hukum adalah perbuatan yang 
melanggar peraturan tertulis. Namun sejak 
tahun 1919 berdasarkan Arrest HR 31 
Januari 1919 dalam perkara Cohen 
melawan Lindenbaum, yang dimaksud 
perbuatan melawan hukum adalah 
perbuatan yang melanggar hak orang lain, 
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, 
kewajiban hukum serta kepatutan dan 
kesusilaan yang diterima di masyarakat 
                                                             
7  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 
Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503. 
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Perbuatan melawan hukum (onrechmatige 
daad) diatur dalam Buku III KUH Perdata. 
Rumusan perbuatan melawan hukum 
terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata 
yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, 
yang membawa kerugian kepada seorang 
lain mewajibkan orang yang karena 
kesalahannya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 
KUH Perdata, yang dimaksud dengan 
perbuatan melawan hukum adalah 
perbuatan yang melawan hukum yang 
dilakukan oleh seorang yang karena 
salahnya telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain.  
Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori 
perbuatan melawan hukum, yaitu:8 
2.3.1.1. Perbuatan melawan hukum karena 
kesengajaan. 
2.3.1.2. Perbuatan melawan hukum tanpa 
kesalahan (tanpa unsur 
kesengajaan maupun kelalaian).  
2.3.1.3. Perbuatan melawan hukum karena 
kelalaian.  
Jika ditinjau dari pengaturan KUH Perdata 
Indonesia tentang perbuatan melawan 
hukum lainya, sebagaimana juga dengan 
KUH Perdata dinegara sistem Eropa 
Kontinental, maka model tanggung jawab 
hukum adalah sebagai berikut 9: 
2.3.2.1. Tanggung jawab dengan unsur 
kesalahan (kesengajaan dan 
kelalaian), sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 
2.3.2.2. Tanggung jawab dengan unsur 
kesalahan, khususnya unsur 
kelalaian, sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1366 KUH Perdata. 
2.3.2.3. Tanggung jawab mutlak (tanpa 
kesalahan) dalam arti yang sangat 
terbatas sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 1367 KUH Perdata. 
 
2.4. Pengertian Berita Tidak Benar (Hoax) 
Berita palsu atau berita bohong atau hoaks 
(bahasa Inggris: hoax) adalah informasi 
yang sesungguhnya tidak benar, tetapi 
                                                             
8  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan 
Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3. 
9  Ibid hlm. 3. 
dibuat seolah-olah benar adanya10. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoaks’ 
adalah ‘berita bohong.’ Dalam Oxford 
English dictionary, ‘hoax’ didefinisikan 
sebagai ‘malicious deception’ atau 
‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan 
jahat’. 
Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah 
sebagai berikut:11 
2.4.1.1. Mengakibatkan kecemasan, 
kebencian, dan permusuhan. 
2.4.1.2. Sumber berita tidak jelas. Hoax di 
media sosial biasanya pemberitaan 
media yang tidak terverifikasi, tidak 
berimbang, dan cenderung 
menyudutkan pihak tertentu. 
2.4.1.3. Bermuatan fanatisme atas nama 
ideologi, judul, dan pengantarnya 
provokatif, memberikan 
penghukuman serta 
menyembunyikan fakta dan data. 
Berikut beberapa jenis hoax12: 
2.4.2.1.  Hoax proper 
Hoax dalam definisi termurninya adalah 
berita bohong yang dibuat secara sengaja. 
Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong 
dan bermaksud untuk menipu orang dengan 
beritanya. 
2.4.2.2.  Judul heboh tapi berbeda dengan 
isi berita.  
Kebiasaan buruk banyak netizen adalah 
hanya membaca headline berita tanpa 
membaca isinya. Banyak beredar artikel 
yang isinya benar tapi diberi judul yang 
heboh dan provokatif yang sebenarnya tidak 
sama dengan isi artikelnya. 
2.4.2.3. Berita benar dalam konteks 
menyesatkan.  
Kadang-kadang berita benar yang sudah 
lama diterbitkan bisa beredar lagi di sosial 
media. Ini membuat kesan bahwa berita itu 
baru terjadi dan bisa menyesatkan orang 
yang tidak mengecek kembali tanggalnya. 
 
2.5. Media Massa. 
Media massa merupakan alat bantu utama 
dalam proses komunikasi massa. Sebab 
                                                             
10  https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong 
11  http://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/ 
12  https://www.rappler.com/indonesia/ayo-
indonesia/181912-sketsatorial-apa-itu-hoax 
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komunikasi masa sendiri secara sederhana 
adalah suatu alat transmisi informasiseperti 
koran, majalah, buku, film, radio dan televisi 
atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-
bentuk media.13 
Media massa yaitu sarana penyampaian 
pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai 
alat komunikasi untuk menyebarkan berita 
ataupun pesan kepada masyarakat 
langsung secara luas. 
Perkembangan era moderen sekarang ini 
maka media masa terbagi di dalam 
beberapa bentuk yaitu: 
2.5.1.1. Media Cetak, misalnya seperti: 
Majalah, Koran, Surat Kabar dll. 
2.5.1.2. Media Elektronik, misalnya seperti: 
Radio, TV, Film atau Video, dll. 
2.5.1.3. Media Siber atau online, misalnya 
seperti: Media Sosial, Website, 
Portal Berita, Blog, dll. 
Selanjutnya secara umum media massa 
memiliki karakteristik, yaitu14: 
2.5.2.1.  Publisitas yaitu disebar luaskan 
kepada masyarakat atau publik. 
2.5.2.2. Universalitas yaitu pesannya yang 
bersifat umum, mengenai segala 
aspek kehidupan serta semua 
peristiwa di berbagai tempat, 
maupun menyangkut mengenai 
kepentingan umum sebab 
sasarannya masyarakat umum. 
2.5.2.3. Kontinuitas yaitu 
berkesinambungan sesuai dengan 
periode mengudara ataupun jadwal 
terbitnya. 
2.5.2.4. Aktualitas yaitu yang berisi hal-hal 
baru. Aktualitas dapat diartikan 
kecepatan penyampaian informasi 
kepada masyarakat umum. 
2.5.2.5. Periodisitas yaitu tetap atau berkala. 
Seperti misalnya harian, mingguan, 
ataupun siaran sekian beberapa 
jam per harinya. 
Media massa sebagai suatu sarana 
penyampaian informasi kepada orang lain 
atau masyakat, maka media massa memiliki 
                                                             
13  Asep Saepul Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori dan 
Praktek, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 173. 
14  http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-media-
massa-dan-menurut-para.html 
peran dan fungsi yang sangat besar, tanpa 
adanya media massa maka masyarakat 
tidak akan mendapatkan informasi. Karena 
hanya dengan media masa sajalah suatu 
informasi itu dapat disampaikan kepada 
banyak orang secara bersamaan. 
 
2.6. Pertanggung jawaban Perdata Pelaku 
Penyebar Berita Hoax Melalui Media 
Massa. 
Pertanggungjawaban hukum bertujuan 
untuk menentukan pihak-pihak mana yang 
harus bertanggung jawab atas suatu 
perbuatan yang menimbulkan kerugian 
pada pihak lain.  Di dalam konteks perdata, 
pertanggungjawaban perdata merupakan 
tindakan, yang biasanya dalam bentuk 
pembayaran ganti kerugian, yang harus 
dilakukan oleh seseorang atau pihak yang 
karena perbuatannya telah menimbulkan 
kerugian pada orang lain.  Salah satu 
ukuran yang digunakan untuk menentukan 
pertanggungjawaban perdata ini adalah 
Perbuatan Melawan Hukum.  
Di Indonesia untuk mengatakan bahwa 
seseorang telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum, berdasarkan pada Pasal 
1365 KUH Perdata, menyatakan bahwa 
perbuatan orang tersebut haruslah 
memenuhi unsur-unsur berikut ini:15 
2.6.1.1. Sifat melanggar hukumnya suatu 
perbuatan (onrechtmatigheid) 
2.6.1.2.  Kesalahan (schuld) 
2.6.1.3.  Kerugian (schade) 
2.6.1.4. Hubungan sebab-akibat (causal 
verband) 
2.6.1.5.  Relativiteit   
Indonesia menganut sistem Civil Law dan 
sistem hukum Eropa Kontinental16,  yaitu 
sistem yang berpatokan pada undang-
undang, yang dalam beberapa bidang 
hukum sering kali berupa seperangkat 
peraturan yang dikodifikasikan dan 
dikumpulkan dalam satu kitab perundang-
undangan.  
                                                             
15  Paulus Effendi Lotulung, “ Penegakan Hukum 
Lingkungan oleh Hakim Perdata”, cet. 1, Bandung: P.T 
Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 29. 
16  Sardjono, H.R. dan Frieda Husni Hasbullah. Bunga 
Rampai Perbandingan Hukum Perdata. Cet.2. Jakarta : 
IND-HILL-CO, 2003. hlm.59 
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Sejak tahun 1919 di negeri Belanda, 
demikian juga di Indonesia, perbuatan 
melawan hukum sudah tidak diartikan 
secara sempit lagi telah diartikan secara 
luas, yakni mencakup salah satu perbuatan 
sebagai berikut:17 
2.6.2.1. Perbuatan yang bertentangan 
dengan hak orang lain. 
2.6.2.2. Perbuatan yang bertentangan 
dengan kewajiban hukumnya 
sendiri. 
2.6.2.3. Perbuatan yang bertentangan 
dengan kesusilaan. 
2.6.2.4. Perbuatan yang bertentangan 
dengan kehati-hatian atau 
keharusan dalam pergaulan 
masyarakat yang baik. 
Perbuatan melawan hukum di Indonesia 
secara normatif selalu merujuk kepada 
pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, 
yang membawa kerugian kepada seorang 
lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu 
mengganti kerugian tersebut.” Seperti 
halnya dengan kerugian karena sebab lain, 
ganti kerugian akibat perusakan dan atau 
pencemaran secara umum dapat pula 
menggunakan konstruksi pertanggung 
jawaban perdata berdasarkan pasal 1365 
KUH Perdata ini. Dalam konteks 
pertanggungjawaban perdata, ini berarti 
bahwa secara umum pertanggungjawaban 
berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 
selalu mengacu pada Pasal 1365 KUH 
Perdata.   Dalam hal ini, untuk dikatakan 
sebagai Perbuatan Melawan Hukum, 
sebuah perbuatan haruslah terbukti 
melawan hukum, dan harus pula terbukti 
adanya kerugian yang ditimbulkan akibat 
perbuatan tersebut.   
Perihal terkait penyebaran berita tidak benar 
atau hoax yang sering kali terjadi di dalam 
masyarakat, yang banyak menimbulkan 
kerugian bagi pihak lain yang sekarang ini 
banyak terjadi, maka pihak korban kerugian 
dapat menuntut pertanggungjawaban 
hukum terhadap pelaku melalui gugatan ke 
                                                             
17  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan 
Kontemporer, Cet.2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2005, hlm. 6 
pengadilan. Pelaku penebar berita tidak 
benar dapat dimintakan pertanggung 
jawabannya atas perbuatan tersebut. 
Gugatan yang diajukan ke pengadilan bisa 
dilakukan dengan gugatan individu atau 
gugatan secara kelompok atau class action. 
Penyebaran berita tidak benar atau hoax 
sekarang ini banyak terjadi, dan dampak 
yang ditimbulkan sangat besar bagi 
masyarakat terlebih lagi bagi pihak korban 
secara langsung. Korban dari penyebaran 
berita tidak benar atau hoax itu banyak 
menderita kerugian baik itu kerugian materi 
maupun kerugian nyawa.  
Hal ini disebabkan karena perkembangan 
teknologi media masa yang begitu cepat 
sehingga penyebaran berita tidak benar itu 
sangat mudah dan cepat sampai ke 
masyarakat. Berita tidak benar atau hoax ini 
akan membawa dampak yang sangat besar 
apabila disebarkan atau disampaikan oleh 
tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai 
dukungan masa pengikut dalam 
masyarakat, hal ini karena tokoh tersebut 
merupakan idola dan panutan masyarakat, 
sehingga apabila tokoh tersebut 
mengeluarkan berita yang tidak benar 
terkait dirinya, kemudian dipercaya oleh 
masyarakat maka akan menimbulkan 
gejolak yang bisa berakibat menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat lain. Hal tersebut 
bisa menimbulkan kerusuhan atau 
pertikaian antara masyarakat, karena idola 
atau panutan mereka mengalami hal-hal 
yang tidak baik berdasarkan berita hoax 
yang disebarkan melalui media masa. 
Tujuan dari penyebaran berita tidak benar 
atau hoax itu untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok yang menyebarkannya. Apabila 
terjadi kerusuhan atau pertikaian antara 
masyarakat, kemudian masyarakat lain 
mengalami kerugian harta benda dan 
menjadi korban akibat kerusuhan atau 
pertikaian tersebut, maka masyarakat yang 
menjadi korban dapat meminta 
pertangungjawaban pelaku penyebar berita 
hoax tersebut, dengan gugatan berdasarkan 
Pasal 1365 tentang perbuatan melawan 
hukum kepengadilan. Bentuk pertanggung 
jawaban perdata terhadap kerugian yang 
ditimbulkan dari penyebaran berita hoax 
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adalah dengan memberikan ganti kerugian 
kepada pihak korban berdasarkan putusan 
pengadilan. 
Secara teoritis, para ahli menyatakan bahwa 
prinsip yang digunakan pada Pasal 1365 
KUH Perdata tersebut adalah liability based 
on fault dengan beban pembuktian berada 
pada penderita (pengguggat). Dalam hal ini, 
si penderita baru akan memperoleh ganti 
kerugian apabila ia berhasil membuktikan 
bahwa si pelaku (tergugat) telah bersalah 
melakukan perbuatan melawan hukum.18   
Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH 
Perdata Indonesia, suatu perbuatan 
dikatakan sebagai perbuatan melawan 
hukum maka harus memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut: 
2.6.3.1.  Ada Suatu Perbuatan 
Perbuatan di sini adalah perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh 
pelaku. Secara umum, perbuatan ini 
mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) 
dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti 
pasif),misalnya, tidak berbuat sesuatu 
padahal pelaku mempunyai kewajiban 
hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul 
dari hukum (ada pula kewajiban yang timbul 
dari suatu kontrak). Dalam perbuatan 
melawan hukum ini, harus tidak ada unsur 
persetujuan atau kata sepakat serta tidak 
ada pula unsur klausa yang 
diperberbolehkan seperti yang terdapat 
dalam suatu perjanjian kontrak. 
2.6.3.2. Perbuatan itu Melawan Hukum 
Perbuatan yang dilakukan itu, harus 
melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur 
melawan hukum diartikan seluas-luasnya, 
sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut: 
Perbuatan melanggar undang-undang, 
Perbuatan melanggar hak orang lain yang 
dilindungi hukum, Perbuatan yang 
bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku,Perbuatan yang bertentangan  
kesusilaan (geode zeden ), Perbuatan yang 
bertentangan sikap baik dalam masyarakat 
untuk memperhatikan kepentingan orang 
lain. 
2.6.3.3. Ada Kesalahan Pelaku 
                                                             
18  Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 
Edisi kedelapan Cetakan kedelapan belas, Yogjakarta, 
Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.411. 
Undang-Undang dan Yurisprudensi 
mensyaratkan, untuk dapat dikategorikan 
perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia maka pada pelaku harus 
mengandung unsur kesalahan 
(schuldelement) selain melakukan 
perbuatan tersebut. Karena Pasal 1365 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia mensyaratkan untuk 
dikategorikan perbuatan melawan hukum 
harus ada kesalahan, maka perlu 
mengetahui bagaimana cakupan unsur 
kesalahan itu.Suatu tindakan dianggap 
mengandung unsur kesalahan sehingga 
dapat diminta pertanggungjawaban hukum 
jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
Ada unsur kesengajaan, Ada unsur 
kelalaian (negligence, culpa), Tidak ada 
alasan pembenar atau alasan pemaaf 
(rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan 
overmacht membela diri, tidak waras, dan 
lain-lain. 
2.6.3.4. Ada Kerugian Bagi Korban 
Kerugian (schade) bagi korban merupakan 
unsur perbuatan melawan hukum sesuai 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia. Dalam gugatan atau 
tuntutan berdasarkan alasan hukum 
wanprestasi berbeda dengan gugatan 
berdasarkan perbuatan melawan hukum. 
Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya 
mengenal kerugian materil, sedangkan 
dalam gugatan perbuatan melawan hukum 
selain mengandung kerugian materil juga 
mengandung kerugian imateril yang dinilai 
dengan uang. 
2.6.3.5. Ada Hubungan Kausal Antara 
Perbuatan Dengan Kerugian 
Hubungan kausal antara perbuatan yang 
dilakukan dengan kerugian yang terjadi 
merupakan syarat dari suatu perbuatan 
melanggar hukum. 
Berdasarkan unsur di atas, maka pihak 
korban dalam hal ini sebagai penggugat 
harus dapat membuktikan keterkaitan 
antara kesalahan dan kerugian yang diderita 
olehnya di dalam persidangan. 
Kesalahan merupakan unsur yang 
menentukan dalam pertanggungjawaban 
perdata. sebab bila terbukti terdapat adanya 
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kesalahan dan menerbitkan kerugian maka 
pihak pelaku wajib untuk mengganti 
kerugian, dan apabila kesalahan tidak 
terbukti maka pihak pelaku bebas dari 
pertanggungjawaban ganti kerugian. Perihal 
pembuktian perlu dikemukakan pasal 1865 
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 
barangsiapa yang mengajukan peristiwa-
peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu 
hak maka ia wajib membuktikan peristiwa 
itu. Dengan kata lain bahwa siapa yang 
mendalilkan sesuatu, maka dia wajib untuk 
membuktikan kebenaran dalil tersebut. 
 
3. PENUTUP 
Berita tidak benar atau hoax itu dapat 
menimbulkan dampak yang besar di dalam 
masyarakat. Masyarakat tidak akan tenang 
dan nyaman di dalam berktivitas, karena 
takut akan terjadi sesuatu terkait berita yang 
tidak benar tersebut. Dampak yang besar 
dari penyebaran berita tidak benar itu, 
apabila disampaikan oleh tokoh-tokoh atau 
kelompok-kelompok masyarakat yang 
berpengaruh di dalam masyarakat. Hal ini 
terjadi karena tokoh-tokoh atau kelompok 
masyarakat tersebut mempunyai pengikut 
atau masa yang besar, sehingga apapun 
yang disampaikan oleh mereka maka 
pengikutnya akan percaya. 
Dampak atau Konsekuensi membuat dan 
menyebarkan berita yang tidak benar 
adalah: 
3.1. Membuat masyarakat menjadi curiga 
dan bahkan membenci kelompok 
tertentu 
3.2. Menyusahkan dan menyakiti secara 
fisik atau bahkan sampai kehilangan 
nyawa orang yang tidak bersalah 
3.3. Memberikan informasi yang salah 
kepada pembuat kebijaksanaan. 
3.4. Menimbulkan kerugian harta benda. 
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